MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL

INTSRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PROYEK INVENTARISASI DAN EVALUASI SUMBERDAYA
NASIONAL MATRA LAUT (MARINE RESOURCE EVALUATION AND PLANNING) DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH PUSAT TAHUN ANGGARAN

1995/1996

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang

Mengingat

Pada

Untuk

: a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek Inventarisasi

dan Evaluasi Sumberdaya Nasional Matra Laut Tahun Anggaran
1995/1996, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Negara Aagraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar berlakunya Petunjuk
Operasional (PO);

:a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

b. Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang
Badan Pertanahan Nasional;

c. Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Negara;

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994
(Penyempurnaan KEPPRES Nomor 29 Tahun 2984) tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

e. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988
Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan
Nasional ;

f. Surat Perjanjian kerjasama antara Bakosurtanal dan Badan Pertanahan
Nasional Nomor 30.04/IML/SPK/VI/ 1995,tanggal 30 Juni 1995 tentang
Pekerjaan Survey Tata Guna Tanah Daerah Pesisir Untuk Wilayah
Marine and Coastal Management Area ( MCMA) Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur;

g. Surat Ketua Bakosurtanal Nomor 14.01/IML/U/VI/1995 tanggal 14 Juni
1995 tentang Penunjuk Langsung Pelaksanaan Proyek Inventarisasi
dan Evaluasi Sumberdaya Nasional Matra Laut Tahun Anggaran
1995/1996;

MENGINSTRUKSIKAN :

: Penanggung Jawab Proyek Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya

Nasional Matra Laut (Marine Resource Evaluation and Planning) di
lingkungan Direktorat Penatagunaan Tanah Tahun Anggaran 1995/1996.

. Melaksanakan Proyek Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Nasional

Matra Laut Tahun Anggaran 1995/1996 di lingkungan Kantor Menteri
Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional dengan berpedoman pada
Petunjuk Operasional (PO) Intern sebagaimana tersebut dalam lampiran
Instruksi ini.
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Nopember 1995

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd.

IR. SONI HARSONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1.
2.

Nogasw

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS,Jakarta;
Menteri Keuangan

Up.Direktorat Jenderal Anggaran , Jakarta;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ,Jakarta;

Menteri Negara Sekretaris Negara , Jakarta;

Deputi Bidang Pengawasan, Badan Pertanahan Nasional;

Deputi Bidang Umum, Badan Pertanahan Nasional up.Kepala Biro Keuangan , Jakarta;
Ketua Badosurtanal.
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LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR

4 TAHUN 1995

IDENTITAS PROYEK
NAMA PROYEK
KODE PROYEK
DEPARTEMEN

UNIT ORGANISASI

PETUNJUK UMUM
TUJUAN PROYEK

SASARAN PROYEK

PROYEK MREP
01.44
LEMBAGA PEMERINTAHAN
NON DEPARTEMEN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PETUNJUK OPERASIONAL (PO) INTERN TAHUN ANGGARAN 1995/1996
NOMOR :

PENYIAPAN PETA DAN DATA PENGGUNAAN
TANAH DAERAH PESISIR
PEM. PETA PENGGUNAAN TANAH, ANALISA DAN
PENGOLAHAN DATA, DIGITASI, PLOTTER, INT,

CIT, PEM.TCK

URAIAN PENGELUARAN PROYEK

No KEGIATAN JML | Satuan Biaya Satuan Jumlah
Rp
1 3 4 5 6
2
Luas (hejtar) 1.000.000 Ha
Jumlah Sp (a = 32.00
Ha)
1 | Gajiupah (01) 16,500,000
-Honorarium
koordinator kegiatan
MREP 12 OB 80,000 960,000
-Honorarium pelaksana
teknis 60 OB 70,000 4,200,000
-Biaya pembantu
lapang 630 OH 10,000 6,300,000
-Biaya petunjuk jalan 630 OH 8,000 5,040,000
2 | Bahan (03) 65,000,000
-Pembelian ATK 1 Paket 9,600,000 9,600,000
-Pembelian Citra 1 LS 48,000,000 48,000,000
-Pembelian Foto udara 1 LS 5,000,000 5,000,000
-Pembelian  Peralatan
Survei Lapang 32 SP 75,000 2,400,000
3 | Perjalanan (05) 102.934.100
a. Supervisi Teknis dari
Jakarta-Prop.
- Lumpsum (3
Prop,2 kali, 2 org, 6
hari) 72 OH 105,000 7,560,000
- Transport Jakarta-
Prop. (PP) 12 oT 634,400 7,612,800
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b. Shesking | Pusat

Lokasi

- Lumpsum (13
orang 2

- hari),Propinsi

- Lumpsum (13
orang , 5 hari),
Lokasi

- Transport ProP.
Lokasi (PP)

- Transport Jakarta —
Prop. (PP)

c. Konsultasi ke pusat
- Lumpsum (3 Prop,
2 kali, 1 org, 5 hari)
- Transport
Prop.Jakarta (PP)

d. Survey Penggunaan
Tanah (Checking
Lapang IlI) Prop-
Lokasi
-Lampsum ( 1 sp =

2 org, 14 hari)
-Transport (PP)

26

65

13

13

30

896
64

OH

OH

oT

oT

OH

oT

OH
oT

105,000

82,500
200,000

634,400

102,000

613,600

55,000
200,000

2,730,000

5,362,000
2,600,000

8,247,000

3,060,000

3,681,600

49,280,000
12,800,000

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 3 Nopember 1995

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
Ttd.

IR. SONI HARSONO
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